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ABSTRACT
Online Gender-Based Violence or KBGO is a form of violence that generally occurs in cyberspace and is facilitated by technology. Through the ratification of the TPKS Law, it is possible to prevent, handle and recover victims of sexual violence. So research is needed regarding the effectiveness of the TPKS Law as an effort to handle and prevent the occurrence of KBGO in Indonesia, especially imitation crimes which are rife in the Bojonegoro Regency area. This research applies a normative juridical approach. The aim of carrying out the research is to explain efforts to implement the TPKS Law for KBGO victims. The results of this research conclude that the passing of the TPKS Law can guarantee preventive efforts, protection, access to justice and healing, as well as comprehensive fulfillment of victims' rights which victims have never received so far. However, it is necessary to create implementing policies so that this law can be implemented effectively. The hope is that in order to be more optimal in protecting victims, there must be special regulations regarding separate KBGO. Apart from that, it is necessary to hold outreach or education for the public to be more aware of the increasing number of KBGO cases considering that now is the digital era.
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ABSTRAK
Kekerasan Berbasis Gender Online atau KBGO adalah bentuk tindakan kekerasan yang umumnya ditemukan dalam dunia maya dan difasilitasi oleh teknologi. Melalui pengesahan UU TPKS dapat mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Sehingga dibutuhkan penelitian mengenai keefektifan dari UU TPKS sebagai upaya dalam menangani dan mencegah terjadinya KBGO di Indonesia, khususnya kejahatan peniruan yang marak terjadi di kawasan Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif. Tujuan dari pelaksanaan penelitian yaitu memaparkan upaya penyelenggaraan UU TPKS pada korban KBGO. Hasil penelitian ini menyimpulkan dengan disahkannya UU TPKS dapat menjamin adanya upaya preventif, perlindungan, akses keadilan dan pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh yang selama ini tidak pernah diterima korban. Tetapi, perlu membuat kebijakan pelaksana sehingga UU ini dapat terlaksana dengan efektif. Harapannya agar lebih optimal lagi untuk melindungi korban harus ada peraturan khusus tentang KBGO tersendiri. Selain itu, perlu diadadakan sosialisasi atau edukasi untuk masyarakat agar lebih aware tentang maraknya kasus KBGO mengingat, sekarang zaman serba digital. 
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A. PENDAHULUAN
Public figure merupakan seseorang yang telah mencapai ketenaran, kedudukan, dalam suatu masyarakat, dari segi prestasi, keberuntungan dan tindakan. Sebagai public figure maka kehidupan sehari-harinya akan selalu dipertonton kan untuk masyarakat. Setiap tindakan yang dilakukan akan selalu ada pendapat baik maupun buruk sehingga akan selalu diperbincangkan, terutama postingan dan branding media sosial mereka. Dalam menjalankan profesinya Public figure  harus didasari pada pengembangan minat dan bakatnya (Garry & Harefa, 2024).
Adanya evolusi teknologi informasi dan komunikasi di masa sekarang menjadikan publik lebih mudah mendapatkan dan mencari suatu informasi (Muhammad & Harefa, 2023). KBGO merupakan kekerasan yang menyerang seseorang melalui bantuan teknologi yang mana tindakan ini bertujuan untuk melecehkan korban sesuai gender atau seksualitas yang dimiliki (Faizah & Hariri, 2022). Tindak KBGO yang saat ini marak terjadi terhadap public figure di wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah Impersonation. Impersonation adalah salah satu tindak KBGO dengan membuat profil atau akun bodong oleh pelaku seakan-akan akun tersebut punya korban. Akun atau profil palsu ini dipergunakan dalam pengunggahan beberapa konten penyerangan, penghasutan, penyelewengan, ataupun seksual yang bertujuan menghancurkan citra korban dan memicu masyarakat untuk menyerang hingga bertindak kriminal. Berdasarkan survei oleh Institut Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 20 April 2022,1 menyatakan bahwa 55,3% responden paling sering mengakses internet (media sosial, berita online, dll.) dibandingkan dengan menonton televisi yang hanya memiliki 36,1% responden, jika dilihat dari survei tersebut tingginya penggunaan internet juga merupakan salah satu faktor adanya Kejahatan Impersonation (Vanessa & Ibrahim, 2023). Ternyata kekerasan berbasis gender sejak pandemi telah terjadi dan menjadi perbincangan juga pada masyarakat Afrika. Bukti yang dikumpulkan di lebih dari 80 negara menunjukkan bahwa 1 dari 3 wanita yang telah berada dalam hubungan telah mengalami kekerasan fisik dan / atau seksual. Ini dikaitkan dengan kurangnya integrasi isu gender di seluruh sektor yang mendukung perempuan dan populasi yang rentan untuk mengakses keadilan. Dimana hal tersebut terbukti  menjadi masalah genting yang harus segera diatasi (Chavula et al., 2023).
Titania (nama samaran) menjadi korban KBGO. Berawal mendapat informasi dari teman dekatnya jika mendapat pesan  melalui WhatsApp  ada yang mengaku sebagai Titania (nama samaran) dengan menggunakan Foto profil WhatsApp yang diambil pelaku dari Instagram. Pelaku kemudian menawarkan job fotoshoot catalog brand ternama dengan syarat ketentuan mengirimkan foto menggunakan pakaian transparan dan memperlihatkan lekuk badan, karena dirasa permintaan pelaku yang tidak wajar, setelah diusut ternyata telah banyak teman-teman dari public figure juga turut menjadi korban. Pelaku terus berlanjut melakukan kejahatannya dengan menyamar menjadi korban dan menghubungi teman-teman terdekat melalui WhatsApp dengan menawarkan pekerjaan yang sama. Hal ini tentunya membawa dampak negatif bagi korban karena merusak citra branding sebagai public figure.

Kejahatan Impersonation yang dialami oleh public figure di wilayah Kabupaten Bojonegoro mengalami kesulitan untuk melapor dan mencari bantuan hukum. Mencari pertolongan hukum tidaklah menjadi perkara mudah untuk korban KBGO dikarenakan kebanyakan pelaku mengasingkan korban dari dunia luar, sehingga korban tidak memiliki akses untuk menerima pertolongan dan lebih cenderung kepada pelaku. Di samping itu, posisi korban juga tidak mendukung di suatu lingkungan. Indonesia telah mempunyai banyak kebijakan yuridis yang mengatur tindakan pidana kekerasan seksual dan secara khusus telah membentuk aturan terkait kekerasan seksual, tetapi pada kenyataannya penerapan kebijakan tersebut belum maksimal sehingga kekerasan seksual masih banyak terjadi. Upaya pemerintah Indonesia untuk membentuk undang-undang yang menyeimbangkan perubahan dalam kehidupan orang-orang karena perkembangan teknologi yang memicu tindakan kriminal secara khusus juga diuraikan dalam Undang-Undang ITE. Melalui Dialog Publik yang bertema “Refleksi Akhir Tahun: Setelah UU TPKS, Lalu Apa?”, Analis Kebijakan Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri, Kombes Polisi Ciceu Cahyati Dwi meilawati, menyampaikan bahwasanya semenjak pengesahan dilakukan sampai dengan akhir 2022, penerapan UU TKPS masih ditemukan banyak hambatan dan kendala, khususnya dalam faktor sosialisasi. Sesuai dengan data yang ditemukan, dari 20.613 perkara kekerasan seksual tercatat hanya 72 perkara yang mengimplementasikan UU TKPS (Prambadi, 2022). Faktanya masih banyak kasus kekerasan seksual yang belum menerapkan UU TKPS hingga memunculkan berbagai pertanyaan dikarenakan UU TKPS telah mencakup kebijakan secara komprehensif dalam mengatasi terjadinya tindak kekerasan seksual di Indonesia. Sesuai dengan kondisi tersebut, maka dibutuhkan pengkajian terkait penyusunan tindakan pidana kekerasan seksual di beberapa undang-undang dan menemukan kendala apa saja yang dialami pada penerapan UU TKPS. timbulnya tindakan kekerasan seksual di Indonesia. Dari peristiwa tersebut, maka dibutuhkan pengkajian terkait penyusunan TKPS di beberapa UU dan menemukan kendala apa saja yang dialami pada penerapan UU TKPS. Terkait prevalensi secara jelas dalam prosesnya pasti memiliki suatu kendala, sehingga dibutuhkan kesabaran untuk merealisasikannya. Setiap tindakan yang menyimpang yang dialami korban seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual, ataupun perbuatan-perbuatan membutuhkan suatu perlindungan hukum sehingga perlu adanya penegakan dalam UU (Surayda, 2017).
Harapan dari pelaksanaan penelitian ini dapat memperlihatkan terkait penyusunan kekerasan seksual di Indonesia dan melihat kendala-kendala pada penerapan UU TKPS sehingga dapat menjadikan UU TKPS terlaksana secara maksimal (Jaya Hairi & Latifah, 2023). Sehingga hal ini kemudian menjadi permasalahan yang serius yang perlu dimitigasi, dan dengan demikian membutuhkan perlindungan hukum (Geraldine & Sadiawati, 2024).  
B. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan termasuk jenis penelitian hukum normatif melalui peninjauan pada pembentukan hukum yang dijadikan sebagai aturan dan landasan untuk masyarakat dalam menjalani kehidupannya di bawah NKRI. Secara umum, jenis penelitian ini melihat dari perspektif asas dan prinsip kemudian dipadukan menjadi hukum positif yang diberlakukan sekarang ini (Soekanto & Mamudji, 2003).
2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan menerapkan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Tujuan penggunaan pendekatan undang-undang yaitu melihat seberapa baik Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mengatasi kekerasan seksual dan pendekatan konseptual yang akan memberikan jawaban mengenai hal tersebut melalui peninjauan terhadap asas, prinsip dan norma yang diberlakukan.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Secara umum, penggunaan data pada penelitian ini bersifat sekunder. Seperti yang disampaikan Soerjono Soekanto bahwa istilah bahan hukum tidak lagi digunakan, melainkan data sekunder seperti penjelasan Peter Mahmud bahwa data yang diperoleh lebih bersifat informatif sehingga tidak menggunakan kata bahan yang artinya material (Ishaq, 2017). Data sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini disesuaikan dengan metode yang diterapkan, yakni metode kualitatif yang meliputi atas: 
1) Bahan Hukum Primer; kebijakan yang dibentuk secara legal oleh badan negara. Berikut bahan hukum primer yang peneliti gunakan: 
a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 
b) Undang-Undang No.11/2008 ITEU; dan
c) Undang-Undang No.12/2022 TPSK. 
2) Bahan Hukum Sekunder; pendapat yuridis yang didapatkan dari beberapa buku, hasil temuan, jurnal, karya ilmiah, tulisan para pakar hukum, ataupun hasil seminar. 
3) Bahan Hukum Tersier; data sekunder yang dapat menunjang kedua bahan hukum lainnya, dimana peneliti mendapatkannya dari internet, kamus, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sebuah praktik hukum.
4. Analisis Bahan Hukum

Pendekatan dilakukan melalui penggunaan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni memperlihatkan KBGO dalam sudut pandang UU TPKS melalui teori sudah ada sebelumnya, selanjut peneliti melakukan penarikan suatu simpulan dari analisis yang dihasilkan.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kejahatan Impersonation sebagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Kekerasan Berbasis Gender Online atau KBGO termasuk tindak kekerasan yang disebabkan adanya hubungan sebab akibat terkait gender terhadap korban dan pelaku di dunia maya atau yang mempergunakan digitalisasi sebagai sarana, kondisi ini telah banyak ditemukan di internet. KBGO adalah ekstensi/perpanjangan dari berbasis gender diruang fisik (-on-the-ground) dan seringkali tindak kekerasan terjadi di waktu yang sama KBGO lebih inklusi pada kekerasan berbasis gender online yang menjadikan digitalisasi sebagai sarananya dan beberapa media online yang juga digunakan yaitu SMS dan panggilan telepon. Ada beberapa jenis KBGO seperti trolling, penyebaran foto/video intim non-konsensual, pemerasan, online stalking, doxing, outing, peretasan, honey trap, cyber grooming, dan impersonation. Impersonation adalah tindakan menggunakan identitas orang lain untuk berpura-pura menjadi mereka/korban, disertai dengan pencurian data pribadi, foto yang diambil secara tanpa seizin. Tujuannya sebagai candaan hingga menggali data pribadi lainnya untuk mempermalukan, menghina korban atau membuat dokumen palsu. Akun atau profil palsu ini dipergunakan dalam pengunggahan konten penyerangan, penghasutan, penyelewengan, ataupun seksual yang bertujuan menghancurkan citra korban dan memicu masyarakat untuk menyerang hingga bertindak kriminal. Ketika pelaku membuat akun palsu berpura–pura menjadi korban, mengunggah konten intim hingga melakukan penipuan yang mengarah pada kekerasan seksual yang merusak reputasi korban.
Kejahatan impersonation dapat dicegah dengan melakukan beberapa tindakan seperti, berhati-hati dalam add friend di media social, segera bertindak jika menemukan akun yang menyalahgunakan identitas, sesuaikan pengaturan keamanan dan privasi setiap akun digital yang dimiliki, hindari oversharing (berbagi informasi berlebihan tentang diri) di social media. Dari Laporan UN Broadband Commission (September, 2016) dengan judul Cyber Violence Against Women and Girls: A-world wide Wake Up Call, terdapat 6 (enam) tindak kekerasan pada perempuan di media digital, yakni: 
1. Peretasan, ialah penggunaan teknologi untuk memperoleh akses secara ilegal atau mengambil alih akun seperti e-mail, media sosial, aplikasi, pesan singkat, ataupun laman tanpa adanya perizinan dari sang pemilik yang tujuannya untuk mengambil data, mengambil hak privasi, maupun penggelapan dengan menyebarkan data-data korban melalui akun pribadi dengan maksud membahayakan korban. 
2. Peniruan, yaitu mempergunakan identitas korban guna memperoleh akses informasi yang bersifat privasi dengan tujuan mempermalukan ataupun melecehkan korban. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yaitu membuat akun atau profil bodong seakan-akan akun tersebut milik korban. Akun atau profil palsu ini dipergunakan dalam pengunggahan konten-konten penyerangan, penghasutan, penyelewengan, ataupun seksual yang bertujuan menghancurkan citra korban dan memicu masyarakat untuk menyerang hingga bertindak kriminal. 
3. Pengawasan atau pelacakan, yaitu penggunaan teknologi guna mengikuti seseorang. 
4. Pelecehan atau spam, yaitu mengontak, meneror, menakut-nakuti seseorang dengan durasi yang lama. 
5. Pengerahan, yaitu memakai teknologi sebagai upaya pengelabuan terhadap korban sehingga ikut terlibat pada dunia kekerasan, penjualan, serta penyamaran.
6. Distribusi berbahaya, yaitu pemakaian teknologi untuk mengelabui dan menyalurkan konten negatif atau mengandung unsur menjatuhkan.

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam ranah digital, yang marak terjadi terutama di wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah Kejahatan Impersonation, KBGO memberikan dampak besar untuk kehidupan korban, seperti: 
1) Pengaruh psikologis, seperti tekanan mental, rasa cemas, serta kekhawatiran. Selain itu, setiap korban atau penyintas juga berpikiran untuk mengakhiri hidupnya yang merupakan dampak dari trauma yang dialami. 
2) Keterasingan sosial, korban akan membatasi dirinya dari dunia luar seperti keluarga dan kerabat dekatnya. Kondisi tersebut dialami oleh korban yang foto ataupun video mereka disalurkan tanpa izin dan menganggap dirinya sudah tidak berharga, serta dipermalukan dikhalayak umum.
3) Mobilitas menjadi terbatas dikarenakan kurang kapasitas dalam melakukan pergerakan secara bebas dan ikut serta pada dunia maya maupun nyata, kurangnya kepercayaan diri terhadap keamanan dalam menggunakan teknologi dan media sosial.

Dapat diperhatikan bahwa aturan terkait perbuatan Kejahatan Impersonation telah ditetapkan pada UU TKPS, dimana Kejahatan Impersonation adalah perbuatan pidana yang terjadi di media sosial sehingga dapat dikatakan sebagai perilaku kekerasan seksual pada ranah digital.

2. Tantangan Penegakan Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Public Figure sebagai korban Kejahatan Impersonation
KBGO termasuk kejahatan impersonation yang terjadi di wilayah Kabupaten Bojonegoro menjadi hal genting untuk pemakai media sosial khususnya perempuan, public figure serta kalangan yang memiliki kerentanan. Beberapa korban dari kejahatan impersonation masih mengalami kendala bagaimana melakukan tindakan lebih lanjut untuk melaporkan pelaku kejahatan tersebut. Kebanyakan yang mengalami kekerasan dan pelecehan di jejaring online tidak memperkarakan tindak KBGO. Terdapat beberapa alasan yang menjadikan korban tidak melaporkan, yaitu kurangnya pengetahuan mereka terkait privasi, perizinan, KBGO, dan badan pelayanan masyarakat yang mengatasi tindak KBGO masih tergolong sedikit. Korban KBGO juga sering diposisikan sebagai individu yang tidak menerima dukungan dan bantuan dari pejabat hukum. Selain kurangnya bantuan dari penegak hukum, korban KBGO yang berusaha memperoleh keadilan juga menghadapi persoalannya keterbatasan fasilitas teknologi yang dapat mengetahui pelaku kejahatan impersonation yang tidak memiliki identitas.
Negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan bagi setiap pengguna media sosial dari KBGO melalui pembentukan sebuah peraturan. DPR dan pemerintah telah melegalisasi UU TKPS yang mencakup beberapa hal-hal penting terkait kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya dan dilegalkan pada 12 April 2022, hal tersebut memperlihatkan bentuk keseriusan dari pemerintah untuk memberantas persoalan KBGO. KBGO termasuk tindak kekerasan seksual yang tercantum pada Pasal 4 UU TKPS, dimana regulasi tersebut memberikan penjelasan terkait jenis-jenis kekerasan seksual difasilitasi oleh teknologi. Bentuk TKPS yang terdapat pada pasal tersebut meliputi atas tindak merekam atau mengambil gambar tanpa seizin atau sepengetahuan, menyalurkan informasi yang berkaitan dengan seksual melalaui elektronik, serta pengawasan yang tujuannya untuk melecehkan. UU TKPS mempunyai tatanan yang sangat spesifik daripada UU yang lain. Akan tetapi regulasi yang ada ternyata belum diterapkan secara maksimal. Pada pelaksanaannya, terdapat banyak APH yang tidak menerapkan UU TKPS. Setidaknya terdapat hal penting yang harus diusahakan oleh pemerintah sehingga dapat terselesaikan. Pertama, pembuatan regulasi dan alur pelaksanaannya. Kedua, dilaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai UU TKPS, terutama untuk APH dan pihak terkait lainnya, dapat diamati bahwa kondisi nyata yang terjadi yaitu penegakan hukum terkait TKPS masih belum maksimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman dalam pembenahan faktor-faktor utama yang mempengaruhi keefektifan dari tegaknya hukum tersebut. Dari sisi APH, perlu adanya peningkatan terhadap peranan mereka dalam penataan hukum dan kapabilitas yang dimiliki terkait UU TPKS. Tidak hanya itu, pihak lain juga berperan penting pada penyelenggaraan UU TKPS, seperti yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain itu, pihak Kemenkes perlu mengembangkan kemampuan psikologi untuk menangani korban-korban melalui edukasi mengenai TKPS.
Contohnya seperti sekarang ini, instrumen digital forensik dalam membuktikan perkara Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) atau Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang hanya terdapat pada Polda dan Mabes Polri (Munti, 2023). Oleh karena itu, perkara tersebut memerlukan bantuan dari segi instrumen yang mendukung dalam mengetahui pelaku anonim. Di Indonesia, terdapat tiga bentuk KBGO yang biasa didapatkan dan pastinya memerlukan alat digital forensik dalam pengidentifikasian (Voges & Dkk, 2022). Kekerasan seksual di Indonesia telah dianggap sebagai suatu urgensi, terlebih lagi telah memiliki alasan yang kuat. Persoalan ini memerlukan penanganan dan penyelesaian yang lebih efektif dilihat dari perspektif korban maupun pelaku. Telah banyak hal mendasar yang mampu menunjang terselesaikannya kasus tindak kekerasan seksual ini, namun hal utama yang terus disoroti mengapa kasus ini masih menjadi persoalan yaitu eksistensi dari aturan UU yang dapat menangani kasus tersebut dengan baik (Mizan, 2023). Dapat pula dikatakan setelah mencermati persoalan yang ada, bahwa salah satu faktor terbesar pada masalah penerapan UU TKPS yaitu sosialisasi yang dilakukan mengenai UU TKPS masih belum merata sehingga pengetahuan masyarakat luas regulasi tersebut masih kurang, begitupun bagi para APH. Kondisi ini semestinya dimengerti bahwa faktor tersebut berperan besar pada keberhasilan pengendalian TPKS yang marak terjadi dan terus mengalami peningkatan di berbagai wilayah Indonesia. Edukasi dan sosialisasi mengenai kekerasan seksual untuk korban juga dianggap penting karena tanggung jawab tersebut bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan kerja sama dengan beberapa pihak.
Keefektifan UU TKPS didukung oleh beberapa faktor, seperti sikap berani korban untuk membuat pelaporan. Kebanyakan korban merasa ketakutan untuk membuat pelaporan dikarenakan khawatir akan dituntut juga karena pencemaran nama baik. Oleh karena itu, guna meningkatkan keefektifan UU TKPS diperlukan penyelesaian dan pihak yang mampu mengatasi segala kekhawatiran dari korban. Komisioner Komnas Perempuan, Bahrul Fuad mengatakan bahwa walaupun Pengadilan Tinggi Bandung telah menerapkan UU TKPS No.12/2022, namun beberapa APH masih belum mampu menerapkan regulasi tersebut pada perkara kekerasan seksual yang sedang dialami. Selain itu, sosialisasi UU TKPS juga masih tergolong kurang sehingga publik dan para korban kurang mengerti kondisi yang dialami apakah termasuk tindakan kekerasan seksual atau bukan.(MPR RI, 2023) Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa seluruh pihak masih belum memahami UU TKPS dengan baik sehingga dibutuhkan sosialisasi secara menyeluruh guna meningkatkan penyelenggaraan UU TKPS secara maksimal dan meluas di seluruh daerah di Indonesia. Harapan ke depannya UU TKPS dapat diimplementasikan secara maksimal sehingga kasus-kasus kekerasan seksual dapat ditanggulangi dan para APH tidak lagi takut menggunakan UU TKS, serta upaya pencegahan dari UU TKPS mampu memberikan dampak positif bagi publik.

3. Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Public Figure sebagai Korban Kejahatan Impersonation
UU TPKS yang disahkan pada 9 April 2022 bagaikan angin segar dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual. Disahkannya UU ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan kekerasan seksual sehingga dapat melindungi setiap korban yang mengalami kekerasan seksual dan penegakan hukum guna mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual terutama KBGO. Pada UU TKPS, KSBE atau KBGO ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) terkait tindakan pidana seperti, merekam atau mengambil gambar yang berkaitan dengan seksual tanpa ada perizinan, menyalurkan informasi atau dokumen secara elektronik terkait seksual, serta menguntit atau melacak melalui penggunaan sistem elektronik terhadap seseorang yang dijadikan sebagai objek pada informasi atau dokumen dengan tujuan seksual, baik melalui ancaman, penindasan, atau pemaksaan, serta mencelakakan atau memanfaatkan seseorang. Kehadiran UU TKPS diharapkan dapat menjamin adanya preventif, perlindungan, keadilan, penyelesaian, dan pemenuhan setiap hak dari korban secara menyeluruh yang tidak pernah mereka dapatkan.
UU TKPS mengatur tentang adanya remunerasi atau kompensasi untuk korban dan hak-hak untuk pemulihan korban yang ditetapkan pada Pasal 30-38. Sesuai dengan Pasal 1 angka 20 UU TKPS, kompensasi yang dimaksud yaitu: (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022).
“Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiil dan/ atau immaterial yang diderita Korban atau ahli warisnya”.
Pada Pasal 30 ayat (1) juga menyebutkan bahwasanya korban memiliki hak menerima kompensasi dan pemulihan. Selain itu, Pasal 30 ayat (2) juga menyebutkan beberapa macam dari bentuk kompensasi tersebut, yakni: a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual; c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau; d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Terkait dengan hak-hak korban menerima pengakuan dapat diamati yang kuat pada Pasal 2 UU TKPS yang menjelaskan bahwasanya penataan tindakan kekerasan seksual disesuaikan dengan asas komplimen terhadap harkat dan martabat seseorang, tidak mendiskriminasi, keuntungan untuk para korban, keadilan, kegunaan, serta penegakan hukum (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022). Selanjutnya, Pasal 66 UU TKPS yang menyusun terkait segala hak korban, disampaikan bahwasanya korban memiliki hak untuk menerima penindakan, preventif dan pemulihan sejak TKPS tersebut terjadi. Selain itu, untuk korban yang merupakan penyandang disabilitas juga memiliki hak dalam menerima segala aksesibilitas dan fasilitas yang sesuai dalam pemenuhan haknya berdasarkan ketetapan yang terdapat pada aturan UU (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022). Pada Pasal 67 ayat (2) UU TKPS juga menegaskan bahwasanya dalam pemenuhan hak-hak korban adalah menjadi tanggung jawab negara dan dilakukan berdasarkan kepentingan dan keadaan korban (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022). Segala hak dari korban seksual telah ditetapkan pada UU TKPS secara menyeluruh dan jelas juga ditetapkan pada Pasal 68-70, yakni aturan terkait hak dalam penyelesaian, preventif, serta penyembuhan. Subjek hukum memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian, preventif, serta penyembuhan sebagai korban dari kekerasan seksual yang diberlakukan secara umum, bukan hanya diperuntukkan bagi korban, melainkan untuk seluruh korban dari tindakan pidana kekerasan tanpa adanya perbedaan umur maupun gender (Zafrullah & Sambas, 2023).
Namun, preventif hukum yang diberikan bagi korban KSBE masih belum efektif dan menyeluruh. Pengaturan KBGO belum sepenuhnya mengakomodir peristiwa-peristiwa tersebut. Masalah lainnya yang harus diketahui, yaitu regulasi khusus terkait agunan hukum untuk korban KSBE atau KBGO. Pada UU TKPS menilai kompensasi menjadi hal yang bertahap dikarenakan menjadi bagian pidana utama. Namun, UU TKPS masih memiliki celah dengan adanya sanksi alternatif untuk pelaku (hukuman subsider). Pada Pasal 33 ayat 35 menyatakan bahwasanya pelaku yang tidak memiliki cukup aset dalam memberikan kompensasi kepada korban, maka akan dikenakan pidana penjara sebagai penggantinya. Keberadaan hukuman pengganti yang umumnya hanya dipenjarakan selama tiga bulan tidak cukup memberikan efek jera pada pelaku. Menyinggung mengenai efektif atau tidak UU TPKS menangani KBGO dapat dilihat dari beberapa aspek. UU tersebut telah berlaku pada berapa banyak orang yang terjerat dihukum berdasarkan ketetapan UU tersebut, yang kemudian UU TPKS tersebut dapat dimaknai keberpihakan pada korban.Berapa banyak menyelesaikan problem-problem kejahatan dan bagaimana bisa memulihkan hak-hak korban.(Putri et al., 2024)  Jika berbicara mengenai aparaturnya, bagaimana aparatur penegak hukum merespon UU TPKS dengan menetapkan aturan-aturan internal distribusinya dalam rangka menegakkan keadilan bagi korban. UU TKPS ialah wujud dari hukum yang bersifat khusus dari semua bagian aturan UU yang mengatur mengenai KSBE. Dalam penyelesaian seluruh perkara, UU TKPS ke depannya akan selalu diterapkan menjadi acuan mendasar bagi setiap APH. Sehingga, penyelesaian setiap perkara KSBE diharapkan dapat ditangani secara maksimal khususnya pihak kepolisian (Syahriana, 2023). Jika melihat masalah KBGO ini terus menerus terjadi maka juga, diharuskan ada aturan yang khusus mengatur KBGO sendiri, agar lebih optimal lagi untuk melindungi korban harus ada peraturan khusus tentang KBGO.
D. SIMPULAN
Kasus kejahatan Impersonation sebagai bentuk dari KBGO yang marak terjadi pada public figure di wilayah Kabupaten Bojonegoro menjadi hal yang genting. Kesenjangan hukum terkait Kejahtan Impersonation sebagai bentuk KBGO menjadi faktor utama penghambat mekanisme penyelesaian hukum. Selain itu, pandangan Masyarakat terkait KBGO ini belum sepenuhnya memahami urgensinya. Kendala Aparat Penegak Hukum dalam menangani dan menyelesaikan kasus KBGO disebabkan karena tidak semua menguasai pendekatan yang digunakan masih menggunakan konsep-konsep hukum secara umum. Melalui pengesahan UU TKPS maka diperlukan adanya tindak lanjut pada penerapannya, dimana dibutuhkan penegakan secara yuridis dan non yuridis. Penegakan hukum seperti penanganan pembentukan kebijakan dalam aktualisasinya. Sementara non yuridis, yaitu peningkatan kemampuan dan penyiapan sumber daya yang mumpuni di seluruh wilayah. Di samping itu, perlu sejalan dengan pengetahuan para APH dan publik untuk mencegah dan menyelesaikan persoalan kekerasan seksual di Indonesia terutama di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang makin marak terjadi. Selain itu, institusi negara yang mempunyai otoritas dalam menampung korban kekerasan seksual, yaitu KPPPA dengan layanan bantuan SAPA 129. Di samping itu, terdapat pula Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan layanan bantuan melalui WhatsApp, E-mail, serta Telepon. Perlu diperhatikan, bahwasanya KPAI hanya mempunyai kewenangan dalam mengurus setiap persoalan kekerasan pada anak dan pada anak perempuan. Selain itu, terdapat pula Komnas Perempuan yang berwenang dalam menangani laporan dengan Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR) (Adkiras, 2023).
 Jika melihat masalah KBGO terus menerus terjadi, maka diharuskan juga ada aturan yang khusus mengatur KBGO tersebut. Peraturan saat ini yang bisa melindungi korban KBGO adalah UU TPKS, tetapi lebih optimal lagi untuk melindungi korban harus ada peraturan khusus tentang KBGO tersendiri. Selain itu, masyarakat juga sepertinya masih awam dengan KBGO, dalam hal ini harus diadadakan sosialisasi atau edukasi untuk masyarakat agar lebih aware tentang maraknya kasus KBGO mengingat, sekarang zaman serba digital.
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